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Menimbang

Mengitngat -

=

k.

DENGAR RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

pahwa dalam rangka efvitifilag  pelaksanasn Penerapan
Kebijakan  Akuntansi  Pemerintah  Kabupaten  Tuban
sebagaimann telah difetapkan dalam Peraturan Bupati Tuban
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijpken Akuntaist
Petperintah Kabupaten Tubap, maks untuk kelancaren
pelaksaneannya pertu disesuailkan;

bahwa berdasarkan pertimbangsn sebagaimana  dimaksud
huruf a2, maka perfu menetaphkan Persturan Bupatd Tuban
tentang Peribaban Aiss Peraturan Bupati Tuban Nomwor 15
Tahun 2014 tentang Kebijaksn Akunianst Pemerintah
Kabupaten Tuban.

Undang-Undarsg Mormor 12 Tahun 1U530 teptang
Pembentukan Dacrah-dacrah Kebupaten Dalam  Lingkungan
Propinsi Bjawa Tinwr sebagaimena telah divbah dengan
Undang-lindang Nomor 2 Tahun 1965 [Lembaran Negarm
Hepublik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 2730
Undang-tindang Nomor 28 Tabun 1999  tentang
Fenvelengearaan Megara Yang Bersih dan Bebas Horupsi,
Kolusl dant Nepotieme {Lembaran Negare Republik Indonesia
Tahun 199% Nomor 75, Tembahan Lembaran Negara Bepublil
Iadonesia Natnor 3851);




3.

16,

i1,

Undeng-Undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negera Republik Indonesin Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negare Republik indonesia
Nomor A284];

Undang-Undang  Nomor t  Trhun 2004 tentang
Perhendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor %, Tambahan Lembaran Negara Republik
indenesisz Nomor 43553},

Undang-Undang Nomor 15 Tehun 2004 tentang Femerikeaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara {Lembaran
Negarz Republik Indonesia Tehun 2004 Nomor 66, Tambahar
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400}
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 teniang Perimbangan
Keuvangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintanarn Fzerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 146,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban
Daerah sehagaimana telah diubah kedun kali dengan Undang-
tindang Nomor 2 Tahum 2015 {Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tabun 2015 Nomor 5B, Tambahan Lembaran Negare
Republik Indonesia Nomor 36749},

Peraturan  Pemerintazh Nomor 23 Tehun 2005 teniang
Penpelolaan Keuangen Badan Layanan Uinom  (lembaran
Negarn Republik [ndonesta Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4502},

Peraturan  Pemerintah  Nomor 54 Tehun 20053  tentang
Pinjaman Daerah {Lembaran Negara Republiic Indonesia Tehun
2005 MNoemeor 136, Tambahan Lembaran Negsra Republik
Indoresia Nomeor 4574},

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tehun 2005 tentang Dana
Perbmbangan (Lembaran Negare Republik Indonesia Tahuno

2085 MNomor 137, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indoneuia Nomor 4575}

Peraturan Pemerintab Nomor 57 Tahum 2005 tentang Hibah
fl.embaran Negara Republik Indonesia Trhun 2003 Nowmor 139,
‘Frmbahan Lembaran Negsra Republik Indonesia Nomoy 4577)




12 Peraturan  Pemerintah Nomor 58 Tshun 2005  teniang
Pengelolasn Keuangan Duerah (Lembaran Negera Republik
Indomesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahetn Lembaran
Negara Republik Indottesia Nomor 4578}

13, Peraturan Pemerintab Nomor 8 Tahun 2006 tenteng Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instanst Pemerintah {Lembagan Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indanesia Nomor 4614},

14, Peraturan Pemerinteh Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuniansi Pemerintahan  {Lembaran MNegara  Republik
indonesia Tahun 2010 Nomor 35165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5163);

15, Peraturan Menteri Dalam Negeri MNomor 13 Tehun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuappan Daersh sebagaimana
teloh diubah kedus kall dengan Permturan Menteri Dalam
Megeri Nomor 21 Trhun 2011

16, Permiuran Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tehun 2011
terntang Fedoman Pemberinn Bantuan Sosial dan Hibah yang
bersumber dart Anggaren Pendapatan dan Delanjin Daerah
sebagaimanea telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
MNegert Nomor 39 Tahun 2011

17, Peraturan Menteri Delpm Neperi Nomor 64 Trhun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntanst Berbasis Alrnal pads
Pemnerintah Daeraly;

15, Peraturen Deerah Kebupeten Tuban Nomor O6 Tahun 2007
tenteng Pokok-pokok  Pengelolaan  Keuangan  Dasrah

{Lembaran Doerah Kabupaten Tuban Tabun 2007 Serd E
Nomnor 211

MEMUTUSKAN :
Menectapkan ;: PERUBAHAN ATAS PERATURAN HUPAT! TUBAN NOMOR 15

TARUN 20314 TENTANG KEBLIAKAN ARKUNTAKRS]
PEMERINTAHR KABUPATEN TUBAN.




Yazal 1

Lampiran Peraturan Rupati Tuban Nomor 15 Tahup 2014 Kebjjakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Tuban {Lembaran Dacrah Kabupaten Tuban Tahun 2014
Seri B Nomaor 18

A. Kebliakan Ahuntens] Plutang.

k.

2.

Hurf €. angka 1. ditambah huruf ¢ dan f sebagat berikat
e. Piutang Pajak Self Assessment adalah Pajak yang belum dilunaat

sampai  demgan  tanggal  jatuh tempo  berdasarkan Surat
Pemberitahinan Pajak Daerah yang diisi oleh Wajib Pajek maupun
Pajak vang belum dilunessi sejak tanpgal jatuh tempo ARy Sarnpaj
dengan tenggal pelaporan dari setiap mghan pajak yang ditetapkan
herdasarkan Surat Ketetapan Pejak Kurang Bayar (SKPKRB} atas Pajak
Motel, Pajak restorsn, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam,
Pajak Parkiv, Pajek Sarapg Burung, Paisk Bea Perolchan Hak atas
Tanah dan Bapgunan {(BPHTE} dan Pajek Fenerangan Jalan FLN,
Piutang Pajak Official Assessment (DA} adalah piutang pajak yang
betum  dilunasi sampai denpan jetuh tempo afau sejall tanggal
pelaporan dari setiap tagihan pajek yang ditetspkan berdasarkon
Surat Pajak Terhutang {(3PT) atoe Pejak Bumi dan Bangunan (FBEE],
Pajak Alr Bawah Tanah (ART) dan Pajalk Reblame,

Huruf C, angka 3, Dihapus.

3. Hursf £, angka 10, dirubah sebagai berikut :

10, Pengpolongan Kualitas Plutang Pajak yang pemungutannya Dibayar

Sendivi oleh Wailb Pajak (self assessment) dilaliukan dengan Keteniuan:

& Kpalitas lancar, dengan keiteria:
Apabila belum dilskulkan pelunasan sempai dengen b tabhun sejak
tanpgal fatuh ternpe atau sejnk tanggel fagihas pejek yeng
ditetpphkan berdasarkan SKPKE vang diterbitkan /yang diletapkan;

b, Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
Apabila dalam jengka waktu lehih dari § fzatu) tahun sampai
dengan 3 (tiga) tahun terhitung sefak tangeal jatuh tempo atay
sejak tanggal tagihan pajek yang ditetapkan berdasarkan SKPKB
yang diterbitkan tidak dilakukan pelunagsan;

e. Kualitas Diragukan, dengan kritevia :
Apabila dalamn janghs waktu lebih darl 3 {tige) tashun sempest
dengan 5 (Hma) tabun terhitung sefak tanges! jatuh tempo sty
sefak tanges! tagihan pajok vang ditetaphan berdasarkan SKPKR
vang diterbitkan tidek dilakakan pelunasarn;

d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
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Apabits Loebih dari 5 {(ima) tshun terbitung =ejak tanggal jaiub
termpo ateu sejak  ianggal  tagiban pajek vang  ditetapkan
berdasarkan SKPKER vang diterbithan tidak diigkuelan pelunasan
atau piutang telah dizershlan kepada Panitia Urusan Phutang
Negara/Oirekiorat Jenderal Kekayaan Negarafkantor Pelavanan

Kekayaan Negara dan lelang {KFKNLE
4. Huruf C, snphka 11, dirubah sebagai berikut

18, Penggolongan kualitas pivtang  pefek  yang  pemungotannya
ditetapkan  oleh Kepalp Dacrah fofficial assessment} dilakukan
dengan keteritiian :

Penggolongan kualitas piutang sebagat berikut:

a. Kualitas Lencar, dengar) koiteria:
Apabila Defum dilekukan pelunasan sampat dengan | tahun
sejake tanggal jatuh tempo atel sk tangesl peloporan dard
seftap tagihan pajak yvang ditetaplan berdasarkan Surat Pajak
Terhutang [SPT) vang ditetaplan;

b Kualitaa Kurang Lancar, dengan keiteria:
Apabila dalam jangks waktu lebih dari 1 {satu) tahun sampai
dengan 3 {tiga} tahun terhitung seink tangeal jatub tempo slay
sejnk tangpal pelaporan dad setiap tagihan pajak vang ditetapkan
terdasarkan  Surat Pejak Terhutang (8P} tidak  dilakukan
pelunasan;

¢, Kuslitas Divagukan, dengan kriteria;
Apabila datam jaogka waktu lebih dari 3 fHga) tabun SATIPNA]
dengatt 5 {lima} tahun terhitung selak tangeal jetuh ternpo atay
sefiak torigpal pelaporan dard setiap tagihan pajak vang ditetapkan
berdasarkan Burat PFajak Terhutang (SPT) tidak dilekukan
pelunasan;

d. Kualitas Macet, dengan kriterfa:

} Apabila Lebil dasi 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal jatub tempo
atat sejak tanggal pelaporan dan setinp  tegihan  pajak vattg
ditetapkan berdasarkan Surat Pajak Terhutang (SPT) tidak ditakukan
peluttzsan atan piutang velah dieershksn kepade Panitin Urusan
Piutang Negara/Direktorat  Jenderal Kekayaan Negara/kantor
Pelayanan Kekayaan Negava dan lelang (RPIRNLY;

5. Huruf C. angla 12, dirabah sebagsai berikut -




12, Penggolongan Kualitas Piutang Sukan Palak Ehusus antuk obiek

Retribuei, dapat dipileh berdeagarkan karalteristilk sebagai berilost:

A. Kualitaz Lancar Apabila belum dilakuban pelunesan  sampai
dengart } tahun seiak tenpggal jatuh tempo atau sefak tanpgel
lagihan retribusi yang ditetapkan berdasarkan SKR  yang
ditetapkan;

. Kuazlitas Kurang Loancar, Apabila datam jengla waktu lebih dan 1
[satu} tabmin sampai dengan 3 {tigs} tabun terhitung sejalk tanggat
jatul tempo atan sejak tampggal tagihan retribust vang ditetaplan
berdasarkan SKR tidak dilekuken petunasan,;

c. Kualitas Diragukan, Apabila dalam jangks wakre lebih dari 3 {tiga)
tahun sampad dengan $ {ima) tahun terhitung sejak tanggal iatuh
tempo atay sejak ianggal tapihan retribust yang ditetaplan
herdasarkan SKR tidak dilakualan pefunasat;

d. Kualitas Macet, Apabila Lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak
iangeal jatuh tmnpo atau sejak tanggsl tagthan retribusi yang
ditetapkan berdassrikan SKR tidak dilakukan pelunasan atau
pintang telah diserahkan kepada Panitda Urusan Piutang
Negara/Direkiorat Jendera] Kekavaan Negarn/Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan lelang {KPKNLL.

6. Huruf €. angka 13, dirubah sebagai bertkut
13. Penggolongan Kuslitas Piutang Bukan Pajuk selain vang disebutkan

Retribusi, dilakukan dengan ketertuan:

a Kuslitas Lancar Apabila belum dilakuksn pelinasan SaImpat
defigann | tabun sejak tanggal jatub tempo atau sejak iarpgal
tagihan yvang diterbithan vang ditetapkan;

b. Kualitas Kurang Lancar, Apabila dalam jangks wakty lebih dari 1
[satu} tahun sampai dertgan 3 {tiga} tahun terhitung sejak tangeal
jatuh tempa atau sejak tangesl tagihan yanp diterbitkan tidak
dilakukan pelunasan;

¢. Kusalitag Diragukan, Apabila dalam jangks wsktu lebih dari 3
(tign) tatiun sampai dengan 5 fima) tahan terhitung sejak tattgeal
jatuh tempo ateu sejakc tanpgal tagthan vang diterbitkan tidek
dilakulkan petunasan;

d. Kualitas Macet, Apabila Lebih dari 5 (litna) tahun terhitung seiak
tenggal jatuh tempo atau sejak tanggsl tagihan vang diterbithan
tidak dilakukan pelunasen atay pratang telah diserabikan kepada
Panitia Urusan Piutang Nepara/Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara/kantor Pelayanan Keksyaan Negara dan lelang {KPRNML).
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7. Huraf C. angka 14, dihapus.
8, Huruf D angka 1. dirvbah sebapai berikut
1. Penvisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:
a. Kualites Lancar selwanr 10%:;
b, Kualitas Kurang Lancar sebesar 25% derl piutang huablitas Kurang
lancer;
c. Kualitas Diraguken sebesar 50 % dard piutang dengan kuslitay
diragulan; dan
d. Kualitas Maest 1009 {sermiuy perseratus} dori piutang dengan
kualitas macet,
9, Muruf D, angks 6, dirubah sebagai berilout
6. Apabila kualitas piutang masih sama pade tangesl pelaporan, maka
tidak perlu ditakukan jurmal penyesuaian cukup diungkapian di dalam
Cal¥, namun bik kuslitas plutang menurun, meks dilakukan
renambeahan terhadap nilai penyigiban piutang tidak tertagilh sebesar
selisih antars angksa yang seharusnys disajikan dalee neraca dengan
sabdo awal
10 Huruf ., ditembahkan anghs 10, 11, 12., 13., 14. sebagai berikut -

0. Mak untuk melakukan penagihan pajak menjadi Eadashrwarsa
aptelah melampauwi waktu 5 (limel tehun terhitung sejalk seat
tertangnys pajak, kecuald apabila walb pajisk melakuksn tindak
pidana di bidang perpajakan daerah;

H. Radaluwarsa penagihan pajak schagaimana pada angka 10. di atas
tertangsub ppabila;

- Enterbitlan surat teguran dan/atay surat pakea; ataw
« Ada pengakuan utatg pajak durf wajib pajak.

12, Dalam hal diterbithan =surat teguran dan/mtauy  surat pakus
sebagaimana dirmaksud pada anghke 11 diatas, maks daluwarss
penagihan  dikitung menjadi seiak tanggel penvampaian  surab
Hxuran atpl surat pakan tersebut;

13. Pengakuan utang pajak secams lanpsung sebagaimans dimaksud
angka 11 diatas, yaitu  wailb pajek  dengen kesadarannya
menyatekan masth mempunyai utang pajak dan belum melunasinys
kepada pemerintah dasrah:

4. Pengakuan utang secars tidak langsung sebagaimans dimaksud
angka 11 diatas, yaitu dapat diketahui dati pengajuan permohonan

AngsuTan atau perrundasn pembavaran atau perrnohonan kebetstan
ofeh wagib pajak.




B. Kebljakan Akuantensi Persedlaan.
i, Huruf A, angka 2. dirubah sebagai berilout
2. Perpyataan kebiiskan ini berfaku untuk entitas akuntansi/pelaporan
Pemerintah Kabupaten Tuban, yang memperoleh ADEEAran berdagarkan
APED, tidak ternasuk perusahaan daerah
2. Huraf A, engka 4. bural c. ditubah sebagai bertkut
c. Barang dalam proses produlesi yang dimaksudkan untuk dijual atab

disershkan kepada masyarakat, misalpya alat-alat pertanian setengab
jadi, benih yang belum cukup umuy, cukup umur, obat racikan,
3. Huruf B, angka 2. dinsbeh sebagai berikue

7. Pengakuan persediaan pede akhir periode alkuntansi, dilakukan
berdasarkan hasil perhitungan sk,

4, Huruf B8, ditambah angka 3 dan angka 4 sehagai berikit |

3, Pengakuan beban persedisan menggunakan pendekatan aset.

4. Selisth Poraedipan |
Apabila terjadi selisih persedinan sntara catatan persedisaan menurut
bendahara barang/pengurus barang dengan hasil perhitungan fisik,
maka apabilz selisih persediaan yang discbabkan karens persediaaf:
hilang, useng, kadaluarsa, atau usale, maka selisih persediaan ini
diperlakulkan sebagai beban.

5, Hund C, angka 1. dirubah sebagai berikut. :

1. Metle pencatatan persediaarn dilekiukan secara periodik, maka fungsi
askuntansi tidak langsung mengkinilcan nilai porsediazyn kettka terjadi
vemakaian. Jumlah persedipan akhir diketahui dengan melaiukan
perhitungan fisik pada akhir perdode dengan menggunakon harga
pembelian/ perclehan terakhir. Pada akbir periode inilah dibuatian
jurtie] pepyvesuaian untuk menghkinikan nilai persedizan akhir, Dalam
metode  ind, pengukuran pemakaian persediaan {atay yang akan
dizajikan sebagei Beban  Persediran), dibitung  berdasarkan
inverttarisasi fistk, vaitu dengan cerg saildo awal persediaan ditawmbah
pemiwdian /perolehan persediaan dikurangt selde akhir persedisan,
dikalikan harga per unit sesuai metode penilaian vang mengpunakan
harga pembwdian/peroleban ferakhir”,

C. Kebijalkan Akuntanst Investasi
Flugtef C. angka 2. huruf b, angka 2) ditambahkan huruf e) sebagat benkut ;




e Investast janpgka panjang nan petmanen dalam bentuk pengguiiran dana

pada SKPD leading sektor program dane Dbergubir, diukur dan dicatst
sehesar biava investasi vang dibayarken/diserabkan dad REKUD ke
rekening dana bergulir di SKPD leading sektor,

T, Kebijakan Akuntansi Azet Tetap

i

2.
3.

Hurmaf B angka 21 dirubab sebhagat berilast .

21, Aset tetap leinnya  mencaloup  aset  fetap  vang  tidak  dapat
dikeelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, vang diperoleh
dan dimanfaatlean untuk kegiatan operasional pemerintsh dan dalam
kondisi siap dipakai, Aset yang teymasuk dalam kiasifikasi Aset Tetap
Lainnya adalah koleksi perpugtakaan/buku dan non buln, barang
bercorak  kesenian/kebudmyaan/fclah  vaga, hewan, ikan, dan
tanaman, Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnyn adalah Aset
Tetap-Renovasi, vaity biave renovasi atas aset tetap vang bukan
tailikrya, dan biays partisi suaty rdangan kantor yang bukan
mltknya,

Huruf C angka 3 dirubah sebagri Derikut .

Tujuan utama <dar perolehan aset tetap adalab untuk digonakan oleh

pemeringall dalam mendukung kepiatan operasionainya dan bukan

dimaksudikan untuk dijupl. Aset tetap yang diperofeh Pemerintah

Kabupaten Tubapn npamun dengsn maksud aksn diserahian  kepeada

mpgyarakat, maka aset fetap tersebut tidak dapat dikelompokkan sebagat

Aset Tetap, melainkan disajikan sebagal “*Persedizan” jika sampal dengan

tanggal pelaporan befurn diserahkan barangnya.

- Huruf C angha 5 ditubah sebagad berikut
L

BSaat pengakuan asey akan dapat diandatkan apabila terdapat bukti babhwa
telah terjadi perpindahan hak kepermililean dan/atan penguasaan secara
hukum, misainya sertifikat tanah dan bukt hkepemilikan kendarsan
bermotor, Apabila perolehan mset tetap belum didukong dengan boki
eecara hukum dikarenakan wmasih adanya suaty proses administrast yang
diharuskan, seperti pembelian tapah yang masih harus disclesaikan
proses jual beli {akta) dan sertfikat kepemilikannya di instanei berwenang,
meka aset tetap tersebut harus diaki pada saat terdapat bulel Dabwa
petiguasean #tas aset tetap tersebut felph herpindah, misainve telak

terjadi pembayaran dan pengaesasn siag sertifikat ftanah atse nama
pernilik sehelumnya.




* smmpmmmeses

. BPalam hal tanah belum ada baukti kepernilikan vang sal, namun

dikuasal danfatau digunakan oleh Pemkab Tuban, maka tansh
tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagri aset tetep tapah
pada neraca, serta diungkapkan secara memmadal defen Calk;

. Dalam he! tanah dimiliki oleh Pemkab Toban, tamun dikuvasa:

dan/fatan digunakan ocleh pihak lain, maka tanah terecbut tetap
harus dicatat dan disajikan sebagal aset tetap tanah pada neraca,
serta diutgkaplkan secara memadai dalam Cabi, bahwa tanah
tersebut dikuasad atau digunakan oleh pihak lain,

. Dmdars hal tanah dimiliki oleh Pembab Tuban, namun dikuasai

dan /atay digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah
tersebut dicatat dan disafikan pada neraca Pemkab Tuban yang
mempunysl buktd kepemilikan, serta diungiapkan secara memadai
dalarn  CalK., Entitas pemerintah vang menguasai dan/atay
menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secarn
memadat dalam Calil

. Perlaltwan tanah yang masih  dalam  senpketa  atau aigat:tir s

pengadilan;

1} Palam hal behusn ada bukli kepemilikan tanah yang sah, tanah
tersebiit dikuasal dan/atau digunekan oleh Pemkal Tuban,
maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai
asct tetap tanah pada neraca, serfa diungkapkan secara
memaddai dalam Cali.

2} Dalam hal Pemkab Tuban belum tnempunvai bukti kepernilikan
tamah yang sab, tanah tersebut dikuesai dan/atan digunaken
oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajiken
sebagal aset tetap tanah pada neraca, serts diungkapkan secara
menadal datam Calk,

3} Dalam hal hukt kepemilikan tanah ganda, namun tanah
tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemkab Tuban,
meaka tanah tersebui tetap hams dicatat dan disajiken sebagai
aset teftap tanah pada neraca, serta diungkapkan secara
mernadat delam Calkl

4} Dalam hal bukdi kepernilikan tamah ganda, namun {anah
tersebut dikuasai dan/atan digunakan oleh pihak lain, maka
tanah tersebut tetap haris dicatet dar eHsajikan sebwpsai aset
tetap tenah pada neraca, narnun adanya sertifikat ganda harus
diunghapkan secars memadai dalam CalK,
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e. Tanah wakal yang digunakan oleh Pembab Tuban tidak disajikan
sehagai aset tetap tanah pada neraca karena Pemkab Tuban tidak
memiliki dan/atau tidsk menguasai tanah wakaf tersebut, Tatah
wakaf tersebut diungkopkan secara memadal pada Calk,

6. Fluruf C. angha 11, huruf b dirubah sebagal berikur :
b, Pengeluaran untuk perolehan aset tetap berups permbangunan fisik

kanstruksi adatab sarmea atau lebih dac Rp20.000.000 00,

7. Hunuf C. gngka 11. baruf ¢ dihagnas,
8. Huru! C. ditambabkan angks 12 sebagai berikut :
I2. Aset Tetsp Lainnya dizkwi pada saat Aset Tetap Lainnya telah
diterima atan diserahkan hak kepemilicannya dan/atan pada  gaat
penguaseannya berpindab serta telah siap dipakal oleh enttas .

i}

2}

3}

Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan maniaat
chonttom dan gosial aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung
dari gidang menjadi Tuangan kerja dan kapasitasnya naik, maka
renovasl tergsebut difepitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi,
Apabila renovasi ates aset tetap vang disewa tidal menambah
manfaat ekonomik, maka disnggap sebagal Beban Operasional.
Aset Tetap-Renovesi diklasifikasikan ke dalam Asst Tetap
Lainttya,

Apabila manfaat ekonormi renovast tersebnt, lebih dard satu tabun
buku, dan memenehi butbr 1 48 atas, hiaya senovasi
dikapitaiisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila
manfaat ekonomik rencvasi kurang dard 1 tabun buku, maka
pengeluaran tersehut diperipkokan sebagal Beban Operasional
tahun berjalan;

Apabila jurah nilsi moneter biaye renovasi terselnst material,
dan memenuhi gvarat butlr 1 dan 2 4i atas, maka pengeluaran
tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap—Renovasi, Apabila tidak
material, biaya renovasi diangpap sebagat Beban Operasional.

E. Ditambahiken Kebijekan Akuntansi Dene Cadengan nebagel berikist :
A, UMTM

E. Definisi

Dadangan merupakan dana yang disisihkan untok mepampung
kebutuhan yang memerlultan dana reletif besar vang tdak dapat
diperiuhi dalatm sata tahun anggararn.
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Dana cadangan  dirinck menuarat tujuan pembentukannya,
Pernbentukan dana cadangafn ind harus didasarkan perencanaan
yang matang, sehinggs jelas tujuan dan pengalokastannya. Untuk
pembentukan dana cadangsn harus ditetapkan dalam peraturan
daersh yvang didalamnya mencakup:
a. Penetapan tujuan pembentulkan dans cadangan;
b, program Jan kegiatan yang akan dibiayai der dana cadangar;
¢. besaran dan rincian tahunsn dana cadangan vang harus
disnggarkan dan ditremsfer kerckening dana cadangen dalam
bentuk rekening tersendiri;
d. surmnber dang cadatgan; dan
tahiun anggaran pelaksanaan dang cadangan,

2. Klasifikasi
Dana cadangan masuk eedealam bagian dari asef. Dans cadangan
dapas diklasifikasikan atau  divined  lagis menuwrut  hujuan
remberntukannys sebagaimana contoh 4i bawah int

' Dana Cadangan | Dana Cadengan Pembangunan Jembatan

Dama Cadangan Pembanginan Gedung
Dana Cadangan Pembangunan Waduk

Dana Cadangan Penvelengparaan Pillkada

ana Cadangan Pﬂnjrﬂlﬂﬁégaraan Pekpn
{Hahrags Nasional {PON)

Bst, ..

-

L - e PON—

PENGAKUAN

Pembentukan dana cadangan int akan dianggarkan dalam pengeluacan
pembiavaan, sedangkan pencairEnnyva  akan  diangserkan pads
penerimaats pembiayaan. Untuk penggunaanmysn dianggarkan dalam
program kegiatan yang sudah tercantuny di dalam peraturan daerah,
Bana cadangan dinkul saat terjedi pemindabhan danae dari Rekening
Kas Daerah ke Hekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus
melalii progses penatausshasn vang mengrunakan mekanisme LS,

PENGUKURAN

- Fembentuion Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan dishui ketika PPKD telah menyetujui
SPI0-LE terkait pembentukarn data cadangan dinkur secbesar nilad

o ing],
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2. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan
Penerimaan hasil atag pengelolzan dana cadangan misalnys benipa
jasa giro/bungs diperlakakan sebagal penambah dana cadangan atau
dikapitalisasi ke dana cadangan, Hasil pengelolaan tersebut dicatat
sebapai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yeng Seh-Jdesa Giro/Bungs dane cadengan. Hasi pengelolaan hasil
dana cadanpan divkur sebesar nilai nominal.
Setiap bulan penenmasn  jasa giro/bunga  dipindabhbukukan e
Rekening Kas Umum Daeral peda pos Lain-lain Pendapatan Ash
Baarah yvang Sah-Jasa Gire/Bunga dama cadangan.

3. Pencairan Dang Cadangan
Apabila dana cadangan telah memenuhi pagy anggaran maka BUD
akan methbat sural peiintaly permbdateg: boka daM Rekening G50
cadangan ke Rekening ¥as Umum Daemb untuk pencairan dana
cadangan. Pencairan dana cadeangan diukur sebesar nilat nominal.

D. PENYATIAN D1 LAFORAR KEUANGAN

FENERAITALE miNEMWHFnﬁ MOTA
e RLAG A
FEM 1) DESEMSRE 20 LA 20A0
) Sk Flnby

22 wheatan k] somn 1
5 FREY R
T

bl AHET LAMC AR

L | wak o Kae 71aorall e o

a Knn 3 Hardaborn Peigeilmnan au (o

] bink 3 Bdrdblarn Pongardan W ™=

v Eteribiod Jnrzpat 2Aaradak Lo L]

L Pl 1hank e N

] Flidnrf Sadibool ey E o]

1w PP Fiubng i Eol

n Loloris il Cionien bl wn

12 Dopnn Lpsaer Piafumar ki e Pongsaon Mapem e =

13 Brapian Larali Firgnman kapitaa Frenoadgsil Doemk i o

ad Bl |, praar Firgnrran kapird (ramanimyll S oent N, Eo

A B 21 L anoal Fliry rampau | rTRsn 2 LMo L= b

4151 Boxton Lanzsl Tispmn Pocgunlall Sngran o =z

a1z Eipdatlenzr T Ntnn Snrk Sdqs = e

11 Falsieg Laknogd ) = e

k] Salgadinen A S . .3

aa darcdah Akt Loocod K KM

=1 e ——
e AR E TR ik SR, A A

= | e T

24q FlinkymzE e Sasalky el et

o I dida b Gt Londed Hhepore e Seowm

ol ntvanbeel dAyialn FPrapss S iiga gl e, Lo
=T Ureirinioel ok MV vt L dnmeme e .
] AL B s BEASF Mo T
> FnoacdngE Barmarsn et -
o Py Rty 5 F [0AHM W e

n drpadtab Plarmnrda Lalmmyn i) Fg

] kahy § Por ] AXM, ax
Ay b Evekitod Janghi Fakjoag ani FET R
4 A
d AREY TETAFE
| - Treamh, f-c e

az Lrgrnbatnn dal Mooie in s

a0 CASILA T Elvn T e el (50

& Japopn, Ulgninl rdsn JHI gran i o,

AQ) Foa Tedxl Ldirepn E=-4 =

q1 Hombrsn tiullin #mngerie| o n

az & L 1 Lo LA

A3 =131 ki xrx wom

i3




E. FENGUNGEAPAN
Pengungkapen dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
{Calk), sekurang-kursnpnya harus diungkeapken hel-hal =ebagai
berictit:
1. dasar hukom {peraturen daerah) pembentukaan dana cadangan;
3. tjuan pembentiikan dana cadangan;
3. program dan kegietan vang akan dibieyai darl dana cadangan;
4. besaran dan ritcian tahunan dana cadangan vang harus dianggarkan
dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
3, sumber dana cadanpan; dan
6, tattun anggaran pelaksanzan dan pencairan dana cadangan.

Yasal 2
Peraturan Daerah ini mutlai berfaku pada tanggal diundangikan,
Agar setiap orang mengetabuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya delam Lembearan Daerah
Kabupaten Tuban,

Ditetapkandi Tuban
pada tariggal 2 depanber 2015

Diundanghkan di Tuban
padu Tanggal 2 Hepauber =15
SEERETARIS DAERAILL,

BLUDI ANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SER! E NOMOR L
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